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ABSTRAK

Privatisasi Perusahaan Negara (BUMN) dalam percaturan bisnis di Indonesia
termasuk hal yang baru, dan belum mempunyai satu kesatuan pengertian di berbagai
kalangan. Secara sempit, pengertian privatisasi ini hanvalab menvangku masalah

penjualan saham dan_kepemilikan negara di BUMN kepada pihak swasta, supaya

negara tidak terlalu terbebant dalam membiavai kegiatan BUMN terscbhut. Padahal
dibalik maksud privatisasi terkandung misi untuk meningkatkan nilai perusahaan
Jengan mengundang investor strategis schingga diperoleh modal, transfer teknologi
serta akses ke pasar global,

Privatisasi PT {Persero) Telekomunikast Indonesia Thk. pada tahun 1995 dititik
ocratha pada pengumpulan dana untuk  membiayai investasi dan pengembangan
cerusahaan, Melalu metode Penawaran Umum dengan melepas 933.000 lembar
szham atau [0% (sepuluh persen) dart jumlah saham yang ditempatkan, penerimaan
=2z PLTELKOM adalah scbesar 1,913 trliun rupiah dan dimanfaatkan untuk
membangun  kapasitas  tambahan  telckomunikasi, peningkatan mutu serta
seneembangan usaha. Tujuan dari diadakannya privatisasi ini supayva TELKOM lebih
crotesional, efisien dan tanggap terhadap perobahan lingkungan vang mempengaruhi

nerjd perusahaan,

Penchtian terhadap privatisasi TELKOM ini dilakukan dengan menggunakan
=otode Yuridis Lmpiris ¢ Sosiologis. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan
—engadakan penclitian pada Kantor TELKOM Pusat (Bandung) dan Kantor
~omenterian Pendayagunaan BUMN / Badan Pengelola BUMN (Jakarta). Data
~wunder dikumpulkan melalut studi kepustakaan dan pengumpulan artikel dari
werbagal media cetak. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

Privatisasi TELKOM mengikuti syarat dan prosedur go publik suatu perseroan
=2 terdapat di dalam beberapa ketentuan, karena waktu itu belum ada peraturan
“osus vang menjadi panduan dalam privatisast BUMN. Dimana sctiap waktu itu

sersahaan persero yang akan di privatisasi terlebih dahulu harus mendapat
se=ztyjuan dan Mentert Keuangan sebagai badan vang mengelola BUMN,

Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan privatisasi,
~—2OM terlebih dahulu melakukan 3 (tiga) kegiatan sebagai persiapan privatisasi

=2 cukup mendasar. Pertama, Restrukturisasi Internal Perusahaan vang bertujuan

< meningkatkan efisiensi dan produktifitas manajemen perusahaan, Kedua adalah




BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah,

Perundingan General Agreement on Farrif and Trade ¢ GAYT )Y pada

akhir Desember 1993 di Pumta del Lste, Uruguay, telah menegosiasikan aturan

baru tentang perdagangan jasa (services), termasuk juga perdagangan Jasa
Telekomunikast. Negosiasi ini menekankan kegiatan dalam bidang perdagansan

Jasa vang harus dilakukan sccars transparan dan mengarah pada terciptanya

aberalisast pasar seluas mungkin disertai kompetist vang bebas dari resirsbst dan
2 : - _
<wstorsi, serta berusaha mencegah persaingan tidak schat ataupun praktek curang

=lam bisnis”. Untuk itu, setiap nepara peserta vang telah meratifikasi

mrundingan GATT / GATS, wajib menycsualkan  peraturan nasional guna

Temciptakan kondisi persaingan  schat  serta dituniul untuk mendorong,

wemoenahi, memperkuat posisi atau dava saing pelaku usaha domestik melalui

sEman restrukiunsasi atau privatisasi i

Gagasan privatisasi sektor telekomunikasi di Indonesia schenarnva sudah

soculkan ketika Undang-undang Nomor §  Tahun 1964 Tentang

~=omunikasi dirasakan tidak lagi bisa memberi kerangka pengaturan mengenai

=cwomunikasian vang dapat menjangkau kedepan dan mampu menampung

i mulai | Januart tahun 1995 resmi menjadi Waorld Trade Organization (WTQ).
cprtads, "Era Barn Bisuis Telekonuonilasi ", Rosda Jaya Puira, Bandung, 1994,
—e=L “Liberalisasi Penyelenggaraan Telekonmnikasi di Indosesia Pada Fra Measar
£

«2lzh, Seminar Bulanan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
= Apnl 2000, lal. 1



perkembangan teknologi °. Secara formal, privatisasi BUMN telah dicanangkan

oleh Menteri Keuangan sejak tahun 1989, Sekitar 215 BUMN saat 1u
dipertimbangkan untuk dialihkan ke sektor swasta,”'

Pada saat keluarnya PP No, 25 Tahun 1991 Tentang  Perobahan  Status
“erusabaan Umum  Telekomunikasi (PERUMTEL) menjadi  PT (Persero)
~<ickomunikasi Indonesia (TELKOM), timbul arus penukitan mengenal arah
s=mbangunan telekomunikasi yang harus digeser dari titik berat pada misi
s=merataan pembangunan kepada upaya  menyeimbangkan  antarn misi
sembangunan dan bisnis, Sebagai PT Persero, TELKOM mesti lebih memikirkan
culz aspek bisnis untuk menghidupi perusahaan, membiayal pembangunan sarana
=ckomunikasi baru dan meningkatkan  kemampuan bersaing  perusahaan
s=rsebut”’

Dengan Kebijaksanaan  vang  baru  dari manajemen  puncak  untuk

Telakukan privatisasi organisasi merupakan suatu kebijakan untuk menciptakan

p——

TELKOM sebagai BUMN vang mempunyai status perseroan agar lebih

sempetitif dalam  menghadapi perkembangan  pertelckomunikasian  serta
. : LR IR Bty o

s=wembangan ckonomi yang semakin mengglobal™ Tindakan inj merupakan

wozxaian kegiatan perobahan yang mendasar dan cepal untuk  persiapan

Sondan Winarno, ﬂfﬂ!”{ﬁ,’!l‘i{,’ﬂ Transformusi BUMN : Pegialanan PT, Indosar”, Pustaka
s Grafiti, 1996, hal. 178,

HN Sembel, "Privativasi BUMN di Indonesia™, Pustaka Sinar Harapan, Jakarla,
Dt Supriadi, op.cil. lial 21

Aenry Lumbantoruan, " Privatisasi BUMN : Rekayasa Atau EL Lsprerimen IMF?Y, Warta
momi, Septembier 1999, hal 39,
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BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN.

L.

Dalam  pengertian vang sempit, privatisasi ini hanya mengandung
makna pelepasan saham pemerintah yang ada pada Perusahaan Negara.

Namun jika diperhatkan pula definisi dani beberapa pakar, termasuk

juga langkah privatisast yang dilakukan olch pemerintah terhadap

beberapa Badan Usaha Milik Negara, maka pengertian dari privatisasi
ini dapat diperluas lagi. Privatisasi yang dimaksud dapat juga meliputi
pengertian Penawaran Umum, Penempatan Saham Lansung (Direct
Investment), Management Buy-out, Likuidasi, Penjualan  Aset,
Konsesi, Sewa Guna Usaha (Lease), Kontrak Manajemen,
Contracting Out, Rencana Kepemilikan Saham Oleh Karvawan
(Employe Share Ownership  Plan) dan Kepemilikan dengan Dana

Perwalian Privatisasi.

Persyaratan yuridis bagt perusahaan untuk bisa o publik melalui
privatisasi bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan pada
beberapa bidang, seperti UL No, 1/1995 Tentang Perscroan Terbatas,
UU No. 81995 Tentang Pasar Modal dan perundang-undangan di

bidang lainnya.
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